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Abstrak 

Dalam ekonomi tenaga kerja merupakan sumber daya aktif yang menjadi salah satu 

faktor kelancaran produksi. Dalam Islam manusia diciptakan untuk menjadi khalifah yang 

dapat memelihara dan memanfaatkan bumi ini dengan baik, sehingga setiap kerja yang 

dilakukan menjadi suatu ibadah bagi manusia tersebut. Namun yang terjadi di era modern 

seperti sekarang khususnya di Indonesia dikenal adanya penetapan Upah Minimum Regional 

(UMR) bagi tenaga kerja yang dimaksudkan untuk keadilan dalam hal pengupahan, namun 

fakta yang terjadi masih ada demonstrasi tenaga kerja pada saat May Day yang merasa belum 

diperlakukan adil oleh pemerintah dalam hal penetapan upah. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam dalam penetapan UMR tersebut. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data melalui studi pustaka dan wawancara terhadap beberapa tenaga kerja. Ternyata dalam 

Islam penetapan upah sudah ada sejak masa zaman pemikir ekonomi klasik, hanya saja 

zaman sekarang dalam penetapan UMR pemerintah cenderung pro terhadap pengusaha, 

memang tidak mudah membuat sebuah keputusan yang adil terhadap kedua belah pihak 

antara pekerja dan yang memberi kerja, namun fakta yang terjadi memang demikian. 

Sehingga dalam Islam perlu adanya memperhatikan keadilan dan kontrak akad yang jelas 

antara pekerja dan pemberi kerja agar tidak ada pihak yang merasa terdzolimi. 

 

Kata Kunci: Islam, Tenaga Kerja, Upah Minimum Regional (UMR). 

 

Abstract 

In the labor economy it is an active resource which is one of the smooth factors of 

production. In Islam, human beings were created to become caliphs who can preserve and 

utilize this earth well, so that every work done becomes a worship for these humans. But what 

happened in the modern era like now, especially in Indonesia, is known as the Regional 

Minimum Wage (UMR) stipulation for workers who are intended for justice in terms of 

wages, but the fact that there are still labor demonstrations during May Day that feel they 

have not been treated fairly by government in terms of stipulating wages. The purpose of this 

study is to analyze how the views of Islam in the determination of the UMR. The method in 

this study uses qualitative analysis with data collection techniques through literature studies 

and interviews with several workers. It turns out that in Islamic wage setting has been around 

since the days of classical economic thinkers, it's just that nowadays in the government UMR 

determination tends to be pro against employers, it is not easy to make a fair decision on both 

parties between workers and those who give work, but the facts that occur that's right. So that 

in Islam it is necessary to pay attention to justice and clear contract agreements between 

workers and employers so that no party feels deprived. 
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A. Penetapan Upah Minimum Regional (UMR) 

Semenjak terjadinya krisis di pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami berbagai 

persoalan fundamental seperti terpuruknya perekonomian, ditutupnya berbagai industri, 

meningkatnya pengangguran, serta membumbungnya harga barang dan pangan. Situasi ini 

diperburuk oleh adanya ketidakpastian sebagai respon terhadap era reformasi yang sedang 

mencari bentuknya dalam tatanan baru di berbagai bidang. 

Di bidang ketenagakerjaan, selain masalah pengangguran terbuka yang semakin 

meningkat, para pekerja dan perusahaan juga menghadapi banyak persoalan. Persoalan utama 

pekerja adalah relatif masih rendahnya tingkat upah dan daya beli sebagai akibat dari 

meningkatnya harga-harga, serta status pekerja yang belum cukup terlindungi. Sementara di 

sisi perusahaan, selain harus berjuang untuk melepaskan diri dari pengaruh negatif krisis, 

perusahaan juga harus menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan pemerintah yang sering 

berubah-ubah. 

Seperti halnya dalam kebijakan Kepmenaker No. Kep-20/Men/2000 menetapkan 

bahwa upah minimum harus ditentukan oleh Dewan Pengupahan Nasional (DPN) yang 

diwakili oleh tripartit, yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah. Berdasarkan UU No. 21 

Tahun 2000 yang mengacu pada Konvensi ILO (International Labour Organization) No. 

87/1946 tentang Hak Berorganisasi dan Kemerdekaan Berserikat, wakil dari pihak buruh 

dimungkinkan lebih dari satu serikat pekerja. Karena itu timbul persoalan mengenai serikat 

pekerja mana yang akan duduk dalam dewan tersebut untuk mewakili kepentingan seluruh 

pekerja.1 

Sebelum menjelaskan mengenai analisis penerapan UMR tersebut, perlu adanya 

beberapa penjelasan mengenai upah itu sendiri dan hakikat dari sifat dasar manusia hingga 

upah tersebut dikatakan hal yang utama dalam memenuhi kehidupan perekonomian di 

masyarakat. 

1. Pengertian Upah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagiannya yang 

dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk 

mengerjakan sesuatu.2 Sedangkan pengertian upah menurut UU Ketenagakerjaan dalam 

                                                             
1 Tim Peneliti, Penerapan Upah Minimum di Jabotabek dan Bandung, Lembaga Peneliti SMERU, 2013, hal. 1. 
2 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 

1787. 
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Pasal 1 (ayat 1) No. 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja.buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas 

suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.3 

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi 

kekayaan seperti faktor produksi lainnya, pekerja diberikan imbalan atas jasanya. Menurut 

pernyataan Profesor Benham yang dikutip oleh Afzalur Rahman bahwa upah didefinisikan 

dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang 

pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.4 

Kemudian dalam kajian Islam, upah dalam Bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi 

Bahasa al-ajru yang berarti ‘iwad (ganti) “al-ujrah” atau “al-ajru” yang menurut Bahasa 

berarti al-‘iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah-mengupah, 

yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.5 

Ujroh terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Ujroh al-misli adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat 

atau daerah. Dalam istilah sekarang disebut dengan UMR. 

b. Ujroh Samsarah adalah fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan 

sebagai upah atau imbalan. 

Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas, dapat diberikan gambaran bahwa upah 

adalah sesuatu yang baik berupa uang ataupun sesuatu yang lazim dapat diterima dan 

digunakan sebagai imbalah atas balas jasa dan sebagai pengganti atas pengorbanan jasa 

yang telah diberikan oleh pekerja dalam memenuhi permintaan majikan atau yang memberi 

pekerjaan. 

Pemberian upah (ujrah) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, 

karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau 

pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang 

satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama 

bagi majikan adalah membayar upah. 

                                                             
3 Undang-undang Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, pukul 11.00. 
4 Afzalur Rahman, Economic Doktrines of Islam, Terj. Soeroyo dan Nastangin, “Doktrin Ekonomi Islam”, Jilid 
II, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 361. 
5 Helmi Karim, Fiqh Mu’amalah, Jakarta: Rajawali Pers, 1997, hal. 29. 
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Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-

kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan 

kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan 

kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya.6 

Kemudian apa yang dimaksud dengan buruh/pekerja itu sendiri yang tidak bisa 

dipisahkan dari kata upah. Menurut W. J. S. Purwadarminta yang dimaksud dengan buruh 

adalah orang yang bekerja dan mendapatkan upah atau gaji.7 Lalu Hamzah Ya’qub 

mengartikan buruh sebagai orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk 

dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.8  

Buruh/pekerja dan upah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, ketika 

buruh/pekerja melakukan suatu pekerjaan untuk perusahaan maka secara tidak langsung 

haknya atas pekerjaan yang telah dilakukan telah dan harus disiapkan oleh perusahaan karena 

sesuai dengan perjanjian kerja di awal setiap kepuasan atas jasa yang diberikan oleh 

buruh/pekerja akan diberikan nilai imbalan berupa upah. 

Kemudian apa yang terjadi jika dalam penentuan upah buruh/pekerja diatur oleh 

pemerintah dalam Undang-undang dan muncul istilah Upah Minimum Regional (UMR), 

dimana UMR tersebut dimaksudkan untuk menyeragamkan upah disuatu daerah dan 

meminimalisir adanya ketidak adilan pada pekerjaan yang dilakukan buruh/pekerja, 

walaupun pada pelaksanaannya malah terjadi berbagai macam polemik. 

 

2. Mekanisme Penetapan UMR 

Upah pekerja biasanya terkait dengan struktur kepegawaiannya. Besarnya upah dan 

tunjangan tenaga kerja ditentukan oleh beberapa unsur, misalnya lama kerja, jenis pekerjaan, 

jabatan, dan status kepegawaiannya. Beberapa perusahaan ada yang menerapkan status 

kepegawaian berjenjang, mulai dari sebagai pekerja kontrak harian, kemudian menjadi 

pekerja harian tetap, hingga akhirnya menjadi pekerja bulanan tetap. Perubahan tingkatan 

tersebut mempengaruhi besar upah, fasilitas, dan/atau tunjangan yang diterima oleh pekerja. 

Bagi pekerja bulanan tetap, upah tidak terpengaruh oleh jumlah hari kehadiran/bekerja. 

                                                             
6 G. Kartasaputra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal. 

94. 
7 W. J. S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. Ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hal. 171. 
8 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: Diponegoro, 1984, hal. 325. 
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Sedangkan pekerja harian lepas dan harian tetap akan dikenakan pemotongan upah apabila 

tidak masuk kerja.9 

Sistem pengupahan umumnya tidak membedakan antara pekerja laki-laki dan 

perempuan. Kecuali di satu perusahaan tekstil besar di Bekasi dimana pekerja perempuan 

mendapat upah lebih tinggi karena pekerjaannya dianggap lebih halus dan rapi. Sementara di 

satu perusahaan di Bogor pekerja laki-laki menerima upah lebih tinggi daripada pekerja 

perempuan karena jenis pekerjaannya yang lebih berat, bukan karena alasan jender. Namun 

tunjangan kesehatan bagi keluarga umumnya hanya diberikan kepada keluarga pekerja laki-

laki karena keluarga pekerja perempuan dianggap menjadi tanggungan suami. 

Proporsi biaya upah terhadap biaya produksi secara total di perusahaan besar relatif, 

lebih rendah daripada di perusahaan kecil atau menengah. Di beberapa perusahaan besar 

rata-rata mencapai 15-20 % dari biaya produksi total, sedangkan di perusahaan kecil 

mencapai 40 %. Kemudian pada umumnya perusahaan tidak memberikan bonus tahunan lain 

diluar THR, kecuali beberapa perusahaan besar yang sudah mapan. Yang sering terjadi 

adalah perusahaan memberikan bonus bulanan yang biasanya dikaitkan dengan pencapaian 

target atau kinerja. 

Semua perusahaan, baik industri besar, menengah/sedang, ataupun kecil, telah 

mengetahui adanya peraturan upah minimum dan perubahannya. Namun tingkat 

pengetahuan tersebut bervariasi, terutama dalam memahami komponen-komponen upah 

dalam upah minimum. Beberapa perusahaan berpendapat bahwa upah minimum adalah upah 

pokok. Perusahaan lain mempunyai persepsi bahwa upah minimum adalah total upah yang 

diterima pekerja per bulan, termasuk tunjangan tidak tetap seperti upah lembur. Adanya 

perbedaan persepsi ini dengan sendirinya akan mempengaruhi tingkat upah yang diberikan 

kepada pekerja. 

Sebagian besar pekerja telah mengetahui besar upah yang ditentukan pada peraturan 

upah minimum. Diantara pekerja yang mengetahui besar upah yang ditentukan dalam upah 

minimum, sebagian tidak memahami secara rinci, bahkan sebagian besar tidak peduli 

terhadap komponen upah dalam UMR. Di Bandung, para pekerja umumnya tidak 

mengetahui peraturan UMR. Di Bogor, hampir semua pekerja, walaupun dari perusahaan 

kecil mengetahui peraturan UMR. Di Tangerang dan Bekasi, semua pekerja yang ditemui 

mengetahui tentang UMR. Umumnya pekerja beranggapan bahwa UMR adalah jumlah total 

                                                             
9 Tim Peneliti, Penerapan Upah Minimum di Jabotabek dan Bandung, hal. 10 
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gaji/upah yang diterima setiap bulan, kecuali di perusahaan-perusahaan besar PMA dimana 

pekerja menganggap UMR sebagai gaji pokok.10 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim peneliti SMERU mendapatkan 

penemuan dimana ada beberapa perusahaan yang berupaya menetapkan UMR. Namun 

upaya tersebut sangat tergantung pada besar kecilnya perusahaan, modal perusahaan, dan 

orientasi pasar. Perusahaan dengan orientasi pasar ekspor atau campuran domestic/ekspor 

mampu menerapkan UMR dengan lebih baik, tetapi beberapa perusahaan domestic, baik 

besar, sedang, maupun kecil masih menerapkan upah dibawah UMR.11 

Perbedaan penerapan UMR terlihat dari beberapa kelompok sub sektor industri. 

Perusahaan yang bersifat pada karya (seperti pada industri makanan/minuman, tekstil, 

garmen dan sepatu), hamper setengahnya memberikan upah di bawah UMR. Perusahaan 

suku cadang kendaraan bermotor dan kimia (obat-obatan) pada umumnya sudah memberikan 

upah sesuai atau bahkan di atas UMR. 

Perbedaan tersebutlah yang terkadang menjadi sebuah polemik dimana buruh 

mengalami perbedaan dalam mendapatka pendapatannya. Jika dianalisis, penetapan UMR 

ini memang dimaksudkan untuk memberikan standar upah kepada perusahaan agar ada 

keseragaman dan kesesuaian dengan kebutuhan yang mungkin harus dipenuhi oleh seorang 

pekerja sesuai dengan daerah tempat kerja tersebut. 

 

B. Pandangan Islam tentang Penetapan Upah Minimum Regional (UMR) 

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam Islam ditetapkan kesepakatan antara 

majikan dan pekerja dengan menjaga kepentingan keduanya. Islam pun mengatur bagaimana 

memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja sesuai 

dengan prinsip kelayakan dari upah. Upah tersebut menjadi tanggungjawab Negara untuk 

mempertimbangkan tingkat upah agar tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi.12 

Ibnu Khaldun telah membahas masalah upah buruh dalam perekonomian. Ia 

menyebut istilah buruh dengan terminology shina’ah (pekerjaan di pabrik) sebagaimana 

dituliskannya dalam Muqaddimah: Pekerjaan (di pabrik/perusahaan) adalah kemampuan 

praktis yang berhubungan dengan kehalian (skills). Dikatakan keahlian praktis karena 

                                                             
10 Narasumber, Wawancara secara langsung kepada pekerja, yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2017. 
11 Tim Peneliti, Penerapan Upah Minimum di Jabotabek dan Bandung, hal. 20 
12 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih Bahasa, Soeroyo dan Nastangin, ed. Sonhaji dan Hudiyanto, 

Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 365. 
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berkaitan dengan kerja fisik material, di mana seorang buruh/pekerja secara langsung bekerja 

secara indrawi. 

Dalam terminologi ekonomi modern, shina’ah tersebut dikenal dengan istilah 

employment (ketenaga kerjaan). Orang yang melakukannya disebut employee atau labour 

(tenaga kerja atau buruh). Menurut Ibnu Khaldun buruh adalah sumber nilai. Ibnu Khaldun 

memang belum mengemukakan mengenai teori buruh, namun tentang pekerjaan dan upah 

memang banyak penjelasannya secara detail. 

Pemikiran Ibnu Khaldun kemudian dikembangkan kembali oleh Davide Hume dalam 

bukunya Political Discouse yang diterbitkan tahun 1752 dengan mengatakan, “Setiap yang 

ada di bumi ini dihasilkan oleh buruh”. Pernyataan ini selanjutnya dikutip Adam Smith 

dalam footnote, “Segala sesuatu yang dibeli dengan uang atau barang dihasilkan oleh 

buruh.” Ternyata pemikiran tersebut telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun lebih tiga abad 

sebelum Adam Smith. Buruh sangat dibutuhkan dalam seluruh pendapatan dan keuntungan. 

Tanpa buruh pendapatan dan keuntungan tidak dapat diperoleh.13 

Menurut Ibnu Khaldun barang-barang hasil industri dan tenaga kerja juga menjadi 

mahal di kota-kota yang telah makmur. Kemahalan itu dikarenakan tiga hal, yaitu sebagai 

berikut: 

Pertama, karena besarnya kebutuhan yang ditimbulkan oleh meratanya hidup mewah 

di suatu kota dan karena banyaknya penduduk. 

Kedua, tenaga kerja (employee) tidak mau menerima upah yang rendah bagi 

pekerjaan dan jasanya, karena gampangnya orang mencari penghidupan/pekerjaan dan 

banyaknya bahan makanan di kota-kota. 

Ketiga, karena besarnya jumlah orang-orang kaya dan besarnya kebutuhan mereka 

kepada tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka, maka muncullah 

persaingan dalam mendapatkan pelayanan dan tenaga kerja dan mereka berani membayar 

tenaga kerja lebih dari nilai pekerjaannya. Maka posisi buruh (tenaga kerja) dan orang-orang 

yang memiliki keahlian menjadi kuat, sehingga upah mereka menjadi naik (mahal). 

Dalam seluruh kegiatan produksi pekerjaan buruh (shina’ah) penting sekali dan 

karenanya nilai kerja buruh itu baik besar atau kecil, harus dipentingkan dalam persoalan-

persoalan lain, misalnya persoalan harga bahan makanan, bagian kerja itu seringkali tidak 

Nampak. Padahal kerja buruh itulah yang menyebabkan adanya output (produksi). Sekalipun 

                                                             
13 Muhammad Hilmi Murat, Abu al-Iqtishad, Ibnu Khaldun, dalam A’mal Mahrajan Ibn Khaldun, Kairo: al-

Markaz al-Qaumi li al-Buhuts al-Ijtima’iyyah wa al-Jina’iyyah, 1962, hal. 334 
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biaya kerja buruh (wage) itu mempengaruhi harga bahan makanan, tetapi hal itu tak menjadi 

persoalan, sebab sudah menjadi kelaziman bahwa setiap produksi membutuhkan biaya, 

dalam hal ini biaya buruh. Maka jelaslah bahwa semua atau sebagian besar dari penghasilan 

dan laba (profit) menggambarkan nilai kerja manusia.14 

Dari pemikiran Ibnu Khaldun dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai buruh itu 

sangatlah penting dan menjadi tanggung jawab Negara dalam mengaturnya. Sehingga dalam 

prakteknya pada zaman sekarang muncullah UMR yang diatur oleh pemerintah daerah. Hal 

tersebut merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam menangani upah 

buruh/pekerja. 

Tingkat upah minimum atau UMR tersebut semestinya ditentukan dengan 

memperhatikan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah, sehingga dalam kondisi 

apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Perkiraan besarnya upah diukur berdasarkan kadar 

jasa yang diberikan pekerja, berdasarkan kesepakatan yang bertransaksi dan keadilan. Dan 

sudah semestinya penerapan UMR tersebut dipantau secara berkala agar tidak terjadi ketidak 

adilan. 

Upah yang sesungguhnya sebenarnya akan berubah dengan sendirinya berdasarkan 

hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang sudah tentu dipengaruhi oleh standar 

hidup pekerja, kekuatan efektif dari organisasi pekerja, serta sikap para majikan yang 

mencerminkan keimanan mereka terhadap Allah SWT. 

Yang terjadi di Indonesia ketika muncul Permenakertrans Nomor: PER-

17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan 

Hidup Layak, yang dianggap menjadi paying hukum, justru makin memojokkan posisi 

buruh. Nilai kebutuhan hidup layak sebagai dasar atau pedoman penetapan upah minimum, 

semakin tidak jelas pelaksanaannya, ditambah semakin tingginya tingkat inflasi. 

Selain hal tersebut adanya kesenjangan antara buruh dengan majikan, dimana buruh 

ingin mendapatkan upah yang tinggi untuk memenuhi kebutuhannya, namun disisi lain 

majikan ingin memberikan upah yang sekecil-kecilnya karena upah termasuk ke dalam 

beban produksi. Tentu dalam hal tersebut memberikan dilema kepada pembuat kebijakan. 

Dalam prakteknya Permenakertrans tersebut pemerintah masih menggunakan cara 

kapitalis terutama memandang relasi buruh dan majikan atau pengusaha dalam menetapkan 

                                                             
14 Agustianto, Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun, artikel pada shariaeconomics.com, diakses pada tanggal 25 

Oktober 2017, pukul 13.00. 
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besarnya upah. Buruh disini sekedar dianggap sebagai faktor produksi yang diupah dengan 

murah dan tenaganya dikesploitasi hingga habis. 

Ada dua hal pokok penting yang dapat dipahami pada substansi regulasi pemerintah 

mengenai wewenang dan mekanisme penetapan upah tersebut. Yaitu sebagai berikut: 

1. Wewenang Penetapan Upah Minimum 

Penjelasan mengenai wewenang penetapan upah minimum ini dapat dirumuskan 

bahwa secara hukum kewenangan penetapan upah minimum berikut pengawasan atas 

pelaksanaannya berada pada pemerintah provinsi. Walau demikian, karena ada ketentuan 

mengenai prosedur dan mekanisme penetapan upah minimum, maka pemerintah tidaklah 

serta-merta langsung menetapkan upah minimum tersebut. 

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat, Islam mewajibkan negara 

menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan apa yang disebut dengan Politik 

Ekonomi Islam. Politik tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan 

berbagai kebijakan untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan ekonomi. 

 

2. Nilai Kebutuhan Hidup Layak 

Dasar penetapan upah minimum salah satunya berdasarkan patokan komponen 

kebutuhan hidup layak (KHL), dengan berangkat dari adanya kesesuaian kontrak dan 

negosiasi antara majikan (pengusaha) dan buruh/pekerja, dengan tidak melepaskan peran 

pemerintah sebagai pengawas dan pengontrol perkembangan pasar, sehingga tidak terjadi 

penurunan upah di bawah tingkat minimum.15 

Namun realitinya, dimana setiap kali memperingati hari buruh sedunia atau May 

Day misalnya, yang selalu menjadi perjuangan kaum buruh tiada lain adalah peningkatan 

upah. Para buruh seolah tidak bosan-bosannya meminta pemerintah segera 

memberlakukan upah layaknya nasional yang manusiawi. Makanya dalam Islam penting 

adanya akad antara buruh/pekerja dengan majikan atau pihak yang memperkerjakan. 

Jika peraturan pemerintah dimaksudkan untuk memberikan kehidupan yang 

layak, seharusnya prinsip keadilan itu tegas diterapkan karena regulasi pemerintah 

tersebut tentu akan berpengaruh besar terhadap kehidupan buruh/pekerja. Dalam masalah 

akad antara buruh/pekerja dan majikan seharusnya jelas di awal kontrak kerja berapa 

                                                             
15 Muhammad Mustofa, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal 1 Ayat (1) 
dan (2) dalam Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hal. 

85. 
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upah dan beban pekerjaan yang akan diterima oleh pekerja agar tidak ada penyesalan 

pada pihak buruh setelah diakhir nanti. 

Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi menjelaskan: 

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah 

menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, 

karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia 

membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan 

tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong 

upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan 

upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini 

dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-

masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.16 

 

Bahkan Qardhawi menambahkan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban 

karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga, memberi upah merupakan 

kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya. Dalam keadaan 

masa kini, maka aturan-aturan bekerja yang baik itu, dituangkan dalam buku Pedoman 

Kepegawaian yang ada di masing-masing perusahaan. 

Setelah mendapatkan penjelasan mengenai wewenang dalam penetapan upah dan nilai 

kehidupan layak di atas, dapat terlihat ketika pemerintah kurang jeli dalam menyelesaikan 

permasalahan mengenai upah dan lemahnya pemerintah dalam mengimplementasikan 

undang-undang tentang upah, bahkan ketika terjadi penyalahgunaan atau kecurangan yang 

dilakukan perusahaan pemerintah cenderung diam dan bahkan kerjasama dengan 

perusahaannya. 

Dalam kajian pemikiran ekonomi Islam klasik, pegawai secara umum diklasifikasikan 

menjadi dua; pegawai pemerintah yang mengurusi publik serta pegawai non pemerintah. 

Pada masa itu ilmuan mayoritas berpendapat bahwa pemerintah harus memperhatikan tingkat 

kecukupan hidup pegawainya, dalam arti standar penetapan upah tidak boleh hanya berdasar 

manfaat al-juhd semata.17 

Para ulama sepakat bahwa pemerintah pada masa itu wajib memberi gaji kepada para 

pegawainya, orang-orang yang bekerja di ruang publik dan tenaganya dibutuhkan 

masyarakat. Gaji tersebut mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Namun para 

                                                             
16 Yusuf al-Qardhawi, Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih Bahasa Zainal Arifin & Dahlia 

Husain, Penyunting M. Solikhin, Jakarta: Rabbani Press, 1997, hal. 405. 
17 Ahmad Syakur, Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir), 

Jurnal Universum, Vol. 9 No. 1, Januari 2015, hal. 5 
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ulama tidak secara eksplisit membahas tentang gaji pegawai non pemerintah, walau ada 

sebagian yang berpendapat bahwa pernyataan mengenai gaji tersebut berlaku juga pada 

pegawai non pemerintah. 

Afzalur Rahman mengatakan bahwa pekerja dalam hubungannya dengan majikan 

berada dalam posisi yang sangat lemah, karena itu Islam memberikan perhatian yang besar 

untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Sudah menjadi 

kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan 

pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan 

memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.18 

Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya tingkat upah minimum itu berada pada 

batas minimum pemenuhan kebutuhan pokok untuk melindungi para buruh/pekerja dan tidak 

melebihi batas maksimum untuk melindungi majikan. Sehingga tercapailah keadilan dan 

keseimbangan pada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketika kedua belah pihak 

memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan bertanggungjawab atas kewajibannya, tentu hal 

tersebut akan menjadi perwujudan kepercayaan dan ketaatan terhadap Allah Swt. 

Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa dalam Islam penting adanya keadilan 

dalam segala hal, termasuk dalam pengurusan upah bagi buruh/pekerja. Semua umat muslim 

khususnya harus menyadari bahwa setiap umat muslim adalah saudara, maka sesama muslim 

tentu tidak boleh saling mendzolimi dan harus saling melindungi satu sama lain. 

Dalam hubungannya dengan pengaturan pemerintah mengenai penetapan UMR, 

sebetulnya pemerintah membuat sebuah aturan bukan untuk memindahkan tanggungjawab 

pemerintah atau negara kepada perusahaan tapi hal tersebut merupakan pembagian tugas 

dimana keduanya harus saling bersinergi. Kemudian buruh/pekerja sebagai individu 

mempunyai tanggungjawab sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan 

bekerja sebaik-baiknya. 

 

Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan Upah Minimum 

Regional (UMR) yang diterapkan oleh pemerintah sebetulnya sudah ada pada zaman pemikir 

ekonomi klasik, namun pada hari ini UMR tersebut banyak yang lebih menguntungkan 

                                                             
18 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, hal. 361. 
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perusahaan, dan pemerintah cenderung pro perusahaan, sehingga setiap hari buruh begitu 

banyak buruh yang demo menuntut haknya. 

Jika antara pribadi individu buruh/pekerja, perusahaan/majikan, dan pemerintah 

menyadari nilai-nilai Islam seperti keadilan dan keimanan terhadap Allah Swt. tentu tidak 

akan ada yang merasa terdzalimi karena semua tahu tanggungjawabnya masing-masing. 

Sehingga ketika pemerintah menetapkan UMR maka akan memperhatikan kebutuhan 

minimum pokok pegawai itu berapa dan tidak akan melebihi batas maksimum sehingga 

dapat melindungi pihak perusahaan/majikan juga. 
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